PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG

DEWAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar,
Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Dewan Gelar, Tanda

Jasa, dan Tanda Kehormatan;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang
Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5023);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DEWAN GELAR,
TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN.
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BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.

Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan
Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau
meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian,
darmabakti, dan karya yang luar biasa kepada

bangsa dan negara.

Tanda Jasa adalah penghargaan negara yang
diberikan Presiden kepada seseorang yang berjasa
dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan
dan memajukan suatu bidang tertentu yang

bermanfaat besar bagi bangsa dan negara.

Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang
diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan,
institusi pemerintah, atau organisasi atas
darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap

bangsa dan negara.

Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
yang selanjutnya disebut Dewan adalah dewan yang

bertugas memberikan pertimbangan kepada
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Presiden dalam pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan

Tanda Kehormatan.

Presiden adalah Presiden sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan

negara.

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau
walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

BAB 11

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN KEWAJIBAN

(1)

Pasal 2

Dewan dibentuk untuk memberikan pertimbangan
kepada Presiden dalam pemberian Gelar, Tanda
Jasa, dan Tanda Kehormatan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang tentang Gelar,

Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Dewan berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Presiden.
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Pasal 3

Dewan berkedudukan di ibukota negara.

Pasal 4
(1) Tugas dan kewajiban Dewan meliputi:

a. meneliti, membahas, dan memverifikasi usulan,
serta memberikan pertimbangan mengenai

pemberian Gelar;

b. meneliti, membahas, dan memverifikasi usulan,
serta memberikan pertimbangan mengenai
pemberian dan pencabutan Tanda Jasa dan
Tanda Kehormatan;

c. merencanakan dan menetapkan kebijakan
mengenai pembinaan kepahlawanan.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan
berkoordinasi dengan kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian terkait.

Pasal 5

Perencanaan dan penetapan kebijakan mengenai
pembinaan kepahlawanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a. pelestarian nilai-nilai kepahlawanan; dan
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pembangunan, pemugaran, dan pemeliharaan taman
makam pahlawan nasional, taman makam pahlawan
nasional utama, dan makam pahlawan nasional.

Pasal 6

Pelaksanaan tugas Dewan di daerah diselenggarakan
oleh Pemerintah Daerah sebagai tugas pembantuan.

Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), meliputi:

a. menerima dan mengajukan usulan pemberian
Gelar;

b. menerima dan mengajukan usulan pemberian
dan pencabutan Tanda Jasa dan Tanda

Kehormatan;

c. melaksanakan dan membina kepahlawanan di

daerah; dan

d. mengelola dan memelihara taman makam

pahlawan nasional di daerah.

Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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